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PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKNETARIAT IDAEBAH

XEPUTUSAIT SEI(RET'ARI,S DAERAII PROVITSI LAMPI'I| G
I{OUOR . Gf'b lut.Og tHt<t 20/24

TETTAITG

PEMBEI|TT'XAIT TIM II{TEI{SIFIITASI DAN EKSTEITSIFIXASI PEITDAPATAN
DATRAH SEKTC'R PA'AI( AIR PERUUITAAIT PROVIIfSI LAUPT'NG

TAHUT AI|GGARAT 2024

SEKRETARIS DAERAII PROVITSI LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 24
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1l Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara
Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung
dalam melaksanakan kewenangan pemungutan Pajak Air
Permukaan untuk meningftatkan Pendapatan Asli Daerah,
serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam
pelaksanaannya perlu dilakukan Intensifikasi dan
Ekstensifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat
berjalan dengan baik, terkoordinasi berdaya guna dan
berhasil guna, perlu dibentuk Tim Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sektor Pajal Air
Permukaan Provinsi l,ampung Tahun Anggaran 2024 dan
menetapkannya dengan Keputusan Sekreraris Daerah
Provinsi Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OOl tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keqja
Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Rehibusi Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Lampung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 3l Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi la.mpung Nomor 13 Tahun
2023 tenteng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Fnggaran 2024;

11. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 62 Tahun 2018
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air
Permukaan di Provinsi La.mpung;

12. Peraturan Gubernur l-ampung Nomor 11 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara
Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;

13. Peraturan Gubernur L,ampung Nomor 29 Tahun 2019
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi t ampung;

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSI(AI{:

XTPUTUSAII SEXR TARIS DAERATI TEI{TANG
PEUBETTUI(AI{ TIU IITTEITSIFIXASI DAN
EI(STEI|SIFII(ASI PEIVDAPATAI{ DA,ERAII SEITTOR PA"'AK
AIR PERUT'I(AAIT PROVtrSI I.AUPTNTG TAIIUil
ANGGARAIT 2024.

Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
Daerah Sektor Pajak Air Permukaan Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2O24, dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam t ampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan

pendapatan daerah di sektor Pajak Air Permukaan;
b. melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan

penyusunan laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pendapatan Daerah sektor Pajak Air Permukaan di Provinsi
Lampung; dan

c. melakukan monitoring, pengawasan, pengendalian atas
program keqia Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pendapatan Daerah sektor Pajak Air Permukaan.

Menetapkan
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
uraian tugas sebagaimana tercantum dalam L,ampiran II
Keputusan ini.

Tahapan-tahapan kegiatan Tim Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air
Permukaan Provinsi l.ampung, sebagai berikut:
1. Perencanaan:

a. menyusun agenda kerja Tim Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air
Permukaan Provinsi lampung;

b. mengumpulkan data dan informasi serta metodologi
penentuan target pendapatan; dan

c. merumuskan prioritas dan sasaran potensi pendapatan.

2. Pelalsanaan:
a. melaksanakan asistensi dengan instansi terkait sumber-

sumber pendapatan daerah sektor Pajak Air Permukaan;

b.melaksanakan observasi terhadap sumber-sumber
pendapatan daerah sektor Pajak Air Permukaan; dan

c. melaksanakan pengawasan sumber-sumber pendapatan
sektor Pajak Air Permukaan.

3. Penyusunan laporan:
a. membuat data penerimaan potensi pendapatan daerah

sektor Pajak Air Permukaan dari tiap-tiap personil
lapangan;

b. mengelola data potensi pendapatan daerah sektor pajak
air permukaan dari personil yang mendata
dilapangan; dan

c. membuat dokumen potensi dari sektor Pajak Air
Permukaan untuk selanjutnya menjadi bahan dalam
menetapkan target pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
III Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Dilctum Kesatu melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah kovinsi Lampung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi l^ampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah
Provinsi l,ampung pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah dengan Kode Rekening 5. 1 .2.02.01.O4.
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KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadalan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggalgJ -/- 2024

DA.ERAH,

FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:
1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspeliaur Provinsi l,€mpung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi tampung di TelukbetunS;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

SUSTII{AT PERSOI{ALIA TIU II(TEI(SIFIXASI DAIT EIGTEI|SIFII(ASI
PENDAPATAT DAERAII SEKTOR PA.'AIT AIR PERUT'IqAI{ PROVIITSI LAilPUI{G

TAHI'I{ AT(XiARA,!T 204'4

NoMoR : Gl/33 lvt.o3/HKl 20
TANGGAL: ?-.1 . / _ 20

24
24

Sekretaris Daerah Provinsi l.ampung.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
l.ampung.

1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi
l,ampung.

2. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah
Provinsi la.mpung.

l. Kepala Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Lampung.

2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
l,ampung.

DAERAH,

I. Penanggungiawab

II. Ketua

III. Wakil Ketua

IV- Sekretaris

V. Anggota

DARMINTO



URAIAN TUGAS TIU IITTEI{SIFII(ASI DAIT EKSTEtrTSITIKASI PEI{DAPATAI{
DAERAH SEKTOR PA"'AT AIR PERTT'IIAAT PROVITSI LAUPT'I|G TAHT'N

ArGCIARAIT 2024

I. Ketua:
a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sektor Pajak Air Permukaan dengan
Dinas/ Instansi terkait.

b. melakukan pembinaan dan pengendalian atas proses pemungutan atas
Pajak Daerah selrtor Pajak Air Permukaan.

c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air
Permukaan; dan

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas Tim Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Selctor Pajak Air Permukaan Kepada
Cubemur l,ampung.

II. Wakil Ketua:
a. membuat dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam

pelaksanaan kegiatan Tim Intensifikasi dan Ekstensffikasi Pendapatan
Daerah Pajak Air Permukaan di Dinas/Instansi terkait;

b. membantu Ketua Tim merumuskan pedoman dan pemecahan
masalah; dan

c. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Intensifilasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air Permukaan.

III. Sekretaris:
a. membantu Ketua dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;
b. membantu Ketua Tim dalam menghimpun dan menyusun perencanaan,

pelaksanaan, serta pembuatan laporan kegiatan; dan
c. melaksanakan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Ketua Tim.

IV. Anggota:
a. mendukung melal<sanal<an dan menindaklanjuti program kegiatan Tim

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air
Permukaan;

b. membantu memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam rangka
pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan tim; dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab
dan Ketua Tim.

DAERAH,

FAHRIZAI DARIUINTO
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR :cl /-33 lw.oslHK/)O24
TANGGAL. 6J - / - 2024
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LAMPIRAN III: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NoMoR : Gl /33 /vt.o3/HKl2o24
TANGGAL: 2! -/- 2024

SUST'I{AI| PERSOIqALIA SEXR.ETARIA'T TIM IITTEITSIFINASI DAIT
EKSTEISSIFIXASI PEI{DAPATA.IT DATRAH SEKTOR PA"IAI( AIR PERMTII(AAN

PROVINSI I"AUPI'TTG TAIIUil AT(X}ARAN 2024

I. Ketua Kepala Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah
Provinsi l.ampung.

Kepala Seksi Evaluasi dan Rekomendasi Teknis
Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Kewenangan Provinsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi la.mpung.

1. Anita Sari Imron, SE.,MM (Analis Keuangan Pusat dan
Daerah Ahli Muda pada Sub Bidang Keberatan
Administrasi Pelaporan Bidang Pajak Badan
Pendapatan Daerah Provinsi la.mpung).

2. Yusmaladewi, SE.,M.M (Pengelola Data dan Informasi
Perpqiakan pada Sub Bidang Pajak II Badan
Pendapatan Daerah Provinsi la.mpung).

3. Dita Quarita, S.Sos (Pengelola Data dan Informasi
Perpajakan) pada Sub Bidang Pajak II Badan
Pendapatan Daerah Provinsi l-.ampung).

4. Darma Firza, S.E (Analis Tata Usaha Sub Bagian Tata
Usaha dan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi l,ampung).

II. Sekretaris

III. Anggota

DAERAH,

DARMINTO


